
 

 

 

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 

P.56/MENHUT-II/2008 TENTANG TATA CARA PENENTUAN LUAS AREAL 

TERGANGGU DAN AREAL REKLAMASI DAN REVEGETASI UNTUK 

PERHITUNGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PENGGUNAAN 

KAWASAN HUTAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  :  a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan verifikasi 

Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan 

Hutan, perlu dilakukan perubahan susunan Tim 

Pelaksanaan Verifikasi  Penerimaan Negara Bukan Pajak 

Penggunaan Kawasan Hutan; 

b. bahwa Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 

P.56/MENHUT-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan 

Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan 

Revegetasi untuk Perhitungan Penerimaan Negara 

Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan 

Nomor P.84/MENHUT-II/2014 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/MENHUT-

II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal 
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Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi untuk 

Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak 

Penggunaan Kawasan Hutan, perlu dilakukan 

perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 

Kehutanan Nomor P.56/MENHUT-II/2008 tentang Tata 

Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal 

Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan 

Hutan; 

 

Mengingat  :   1.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3419); 

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan menjadi Undang-Undang  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5432); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang 

Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4452); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang 

Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan 

Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5056); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang 

Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan 

Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan 

dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta 

Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4814); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang 

Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan 

Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5795); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang 

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan 

untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan 

Kehutanan yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5538); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6215); 

16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 17); 

18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanaan 

Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organsasi dan 

Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 713); 

19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang 

Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1119), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan        

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan            

Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 

7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

462); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.56/MENHUT-

II/2008 TENTANG TATA CARA PENENTUAN LUAS AREAL 

TERGANGGU DAN AREAL REKLAMASI DAN REVEGETASI 

UNTUK PERHITUNGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN 

PAJAK PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN. 

 

Pasal I 

Ketentuan huruf a dan huruf b ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)  

Pasal 9 dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 

P.56/MENHUT-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas 

Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi untuk 

Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan 

Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan 

Menteri Kehutanan Nomor P.84/MENHUT-II/2014 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 

P.56/MENHUT-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas 

Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi untuk 

Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan 

Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 1445) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 9 

(1) Verifikasi dilakukan untuk menilai kepatuhan 

pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan. 

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

terhadap: 

a. ketepatan dan kebenaran perhitungan luas L1, L2, 

dan L3 dengan desk analysis atau dengan 

pengukuran luas dari data pendukung yang tersedia 

atau dengan cara pengukuran di lapangan. 
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b. kebenaran atas jumlah pembayaran PNBP 

Penggunaan Kawasan Hutan terhadap perhitungan 

luas sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan 

c. ketepatan waktu pembayaran PNBP Penggunaan 

Kawasan Hutan. 

(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

terhadap seluruh area izin pinjam pakai kawasan hutan 

atau seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan 

hutan. 

(4) Pelaksanaan verifikasi pembayaran PNBP Penggunaan 

Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

dilaksanakan oleh Tim yang diketuai dari unsur Balai 

Pemantapan Kawasan Hutan dengan anggota terdiri dari 

unsur: 

a. untuk bidang pertambangan meliputi Balai 

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan 

Lindung, Balai Pengelolaan Hutan Produksi, Dinas 

Provinsi yang membidangi Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan, dan/atau 

Dinas Provinsi yang membidangi pertambangan; dan 

b. untuk bidang di luar pertambangan meliputi Balai 

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan 

Lindung, Balai Pengelolaan Hutan Produksi, Dinas 

Provinsi yang membidangi Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan, dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan. 

(5) Pelaksanaan verifikasi pembayaran PNBP Penggunaan 

Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan paling sedikit 2 (dua) tahun sekali, dan paling 

lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo 

terhadap setiap pemegang izin pinjam pakai kawasan 

hutan atau pemegang perjanjian pinjam pakai kawasan 

hutan yang masih berlaku. 

(6) Hasil pelaksanaan verifikasi pembayaran PNBP 

Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi 

dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Planologi 
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Kehutanan dan Tata Lingkungan, dengan tembusan 

instansi terkait. 

(7) Dalam hal hasil verifikasi menyatakan terdapat 

kekeliruan dalam penentuan kategori L1, L2, L3 dan atau 

kekeliruan dalam perhitungan pembayaran PNBP 

Penggunaan Kawasan Hutan sehingga berakibat terdapat 

kelebihan pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan 

Hutan, maka pemegang izin pinjam pakai kawasan atau 

pemegang perjanjian pinjam pakai kawasan hutan dapat 

mengajukan kelebihan pembayaran untuk 

diperhitungkan sebagai pembayaran dimuka atas jumlah 

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang pada 

periode berikutnya. 

(8) Dalam hal terjadi pengakhiran kegiatan izin pinjam pakai 

kawasan atau perjanjian pinjam pakai kawasan hutan, 

pemegang izin pinjam pakai kawasan atau pemegang 

perjanjian pinjam pakai kawasan dapat mengajukan 

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP 

Penggunaan Kawasan Hutan. 

(9) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a berupa: 

a. Formulir PNBP-1, Formulir PNBP-2, dan Formulir 

PNBP-3; 

b. Bukti Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak; 

c. Fotocopy Nomor Transaksi Penerimaan Negara; 

d. Peta rencana penggunaan; 

e. Peta realisasi penggunaan; 

f. Citra resolusi sangat tinggi; 

g. Rencana kerja dan anggaran biaya; 

h. Laporan penggunaan kawasan hutan. 

(10) Ketentuan lebih lanjut tentang Petunjuk Teknis Verifikasi 

diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Planologi 

Kehutanan. 

 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap  orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal   23 September 2019 

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 ttd. 

 

SITI NURBAYA 

 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 4 Oktober 2019 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 ttd. 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1138 

Salinan sesuai dengan aslinya  

Plt. KEPALA BIRO HUKUM, 

             ttd.                                          

MAMAN KUSNANDAR 

 


